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1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, tuntutan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel semakin meningkat.
Pemerintah yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat harus menganggapi hal ini dengan tegas dan serius. Setiap
elemen dalam kepemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah harus
memiliki komitmen yang kuat dan saling bekerja sama untuk dapat menegakkan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance).

Good Government  Governance merupakan suatu bentuk
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang berdasarkan pada prinsip
demokrasi untuk meningkatkan pertumbuhan aktivitas usaha. Pemerintah
mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Good Government Governance.
Pemerintah menjadi pioneer penggerak perubahan masyarakat dalam suatu
negara. Melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat oleh
Pemerintah, hal tersebut akan mendorong adanya pembangunan daerah dan
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2018b), Good Governance dapat diartikan sebagai
cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu negara yang
mengimplementasikan Good Governance berarti negara tersebut telah berupaya
untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu
keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Good

Government Governance terdapat 9 (sembilan), yaitu partisipasi masyarakat,



tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi
pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi
strategis. Prinsip-prinsip Good Government Governance ini menjadi acuan
dalam menentukan tolak ukur penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik.
Dengan melaksanakan Good Government Governance terdapat manfaat yang
diperoleh suatu negara yaitu dapat meningkatkan kinerja melalui tercapainya
proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik (Yudhasena
& Putri, 2019).

Salah satu syarat terwujudnya Good Government Governance adalah
adanya suatu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang
dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal mempertanggungjawabkan segala
aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Akuntabilitas
sangat penting untuk dimiliki oleh suatu pemerintah dikarenakan dengan adanya
akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas
aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Widyatama, et al (2017) akuntabilitas menjadi sebuah kontrol
penuh aparatur pemerintah atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam
sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah
faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan
kepada prinsipal atau rakyat. Dengan adanya suatu akuntabilitas diyakini dapat
mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan
pelayanan kepada publik, mencegah adanya korupsi, dan meminimalisir adanya

penyelewengan kekuasaan.



Akuntabilitas bagi masyarakat dapat ditandai dengan adanya sarana
akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan
kontrol terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat berhak untuk mengetahui
informasi terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan
pengalokasian terhadap sumber daya tersebut. Sehingga jika pemerintah
mengedepankan akuntabilitas maka masyarakat akan senantiasa mendukung
segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya Peraturan Perundang-Undangan berupa Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan
pemerintah untuk dapat meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang
bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja merupakan
sebuah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah berdasarkan pada sasaran
yang telah direncanakan melalui suatu sistem pertanggungjawaban secara
periodik (Manullang & Abdullah, 2019).

Dalam rangka menjamin suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan efektif.
Sistem ini dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan SAKIP dimulai setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokoknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik

dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan,



pengukuran dan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat
diperlukan bagi instansi pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan
pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme. SAKIP dapat menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah melakukan
upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan rakyat, serta
memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Penerapan SAKIP dalam pembuatan
target kinerja yang disertai dengan indikator-indikator kinerja diyakini dapat
mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan suatu pemerintah daerah.

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan SAKIP yang
nantinya akan dinilai oleh Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai pihak yang memiliki tugas untuk
melakukan penguatan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Hasil
penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Menpan-RB
dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu kategori AA (sangat
memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C
(kurang), dan D (sangat kurang) (Kemenpan-RB, 2014). Adanya beberapa
kategori ini digunakan untuk memetakan tingkat efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan akuntabilitasnya selama 4
(empat) tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2018 memperoleh nilai

SAKIP yang terus meningkat. Namun, ditahun 2019 terdapat penurunan nilai



SAKIP sebesar 2,74 dibandingkan dengan perolehan nilai SAKIP pada tahun

2018 seperti pada Gambar 1.1 dibawah ini.
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Sumber : Bupati Sidoarjo Jawa Timur, 2020 dan Nugroho, 2020

Pada tahun 2016 terjadi kenaikan nilai SAKIP yang semula di tahun 2015
memperoleh nilai 62,71 atau berpredikat B (baik) menjadi 64,04 dengan predikat
yang sama. Di tahun 2017, upaya Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan
akuntabilitas membuahkan hasil yang baik, dikarenakan terjadi peningkatan
terkait dengan perolehan nilai SAKIP yaitu dengan skor 71,69 atau berpredikat
BB (sangat baik). Tidak hanya cukup sampai dengan predikat BB, Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo terus menerus melakukan perbaikan hingga pada tahun
2018 Kabupaten Sidoarjo berhasil mendapatkan predikat A dengan perolehan
nilai SAKIP sebesar 80,04. Setelah mendapatkan predikat A ditahun 2018,
ternyata Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat mempertahankan predikat
tersebut di tahun 2019 dikarenakan terjadi penurunan nilai SAKIP pada tahun
2019 dengan skor sebesar 77,3 atau mendapatkan predikat BB. Perolehan
predikat BB diinterpretasi sangat baik, akuntabel, dan memiliki kinerja yang baik.

Meskipun pada tahun 2019 perolehan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

mendapatkan predikat BB dengan interpretasi sangat baik, namun terjadi



penurunan nilai SAKIP yang awalnya mendapatkan skor 80,04 ditahun 2018
menjadi 77,3 di tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa masih belum optimalnya
kinerja instansi pemerintah dan terdapat suatu permasalahan sehingga
mengakibatkan adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah sebagai agent of change diharuskan
untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal,
diantaranya, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem
pelaporan, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Guisti, et al., (2018), menyatakan bahwa anggaran merupakan
alat bagi pemerintah sebagai penggerak pembangunan sosial ekonomi, dalam
upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan alat yang
digunakan dalam proses perencanaan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di
masa mendatang untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Salah satu
karakteristik dari anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya
kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparatur pemerintah dalam
mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga dapat memprediksi masa
depan secara cepat. Selain itu, sasaran anggaran yang jelas dapat
mempermudah terkait dengan pertanggungjawaban keberhasilan maupun
kegagalan atas pelaksanaan tugas yang dimiliki pemerintah daerah (Astuti &
Mulya, 2019).

Aparatur pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyusun target-
targetnya ketika sasaran anggaran tidak jelas. Selain itu, ketidakjelasan sasaran
anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak
tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan

yang tidak pasti (Fauzan, 2017). Anggaran yang telah disusun seharusnya bisa



menjadi tolak ukur dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sehingga suatu perencanaan anggaran dapat mencerminkan sasaran anggaran
yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Handayani (2019)
menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan
sasaran anggaran dapat mempermudah instansi pemerintah  untuk
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya sehingga berimplikasi
pada akuntabilitas kinerja yang semakin meningkat. Namun, berbeda dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Sukamto (2019) yang
menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan program-program dan sasaran yang ditetapkan oleh
pemerintah akan sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya ketika
terdapat suatu sistem pengendalian akuntansi. Menurut Setyawan et al. (2017),
sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang
menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi.
Dengan adanya pengendalian akuntansi, dapat dilakukan sebuah penilaian
pelayanan publik yang diberikan oeh pemerintah kepada masyarakat apakah
sudah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengendalian akuntansi
akan membantu pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih
baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi
biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam
setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan suatu kinerja (Fathia et

al., 2017).



Pengendalian akuntansi yang tidak berjalan dengan baik akan
menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan oleh orang-orang yang terdapat
dalam instansi pemerintah dan berakibat pada tingkat akuntabilitas yang
menurun. Selain itu, jika pengendalian akuntansi tidak dilakukan maka tujuan
yang telah ditetapkan tidak akan akan tercapai dikarenakan keputusan yang
diambil bukan semata-mata untuk mencapai tujuan tesebut melainkan untuk
kepentingan pribadi. Suatu pengendalian akuntansi haruslah berjalan dengan
baik agar dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan
kinerja organisasi hingga mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Sukamto (2019)
menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instanssi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya
pengendalian akuntansi yang baik dapat menciptakan pelaksanaan kinerja
keuangan yang baik pula dimana hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas
instansi pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Sapari
(2020) menyatakan hasil yang berbeda, yaitu pengendalian akuntansi tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah terkait dengan realisasi anggaran yang telah
ditetapkan sebelumnya dapat dikontrol dengan adanya suatu sistem pelaporan
yang baik. Sistem pelaporan adalah suatu laporan anggaran yang merinci
berbagai macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi
penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas
anggaran tersebut (Pratama et al., 2019). Sistem pelaporan sangatlah diperlukan
untuk mengontrol kinerja aparatur pemerintah dalam merealisasikan anggaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk



memberikan informasi keuangan yang nantinya akan dijadikan sebagai
pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berkepentingan. Dengan adanya
sistem pelaporan dapat dilakukan sebuah pengukuran kinerja yang dihasilkan
oleh pemerintah selama periode tertentu yang nantinya dapat dijadikan sebagai
bahan evaluasi agar dapat lebih baik untuk kedepannya.

Sistem pelaporan yang tidak baik dapat menyesatkan para pengguna
laporan sehingga mengakibatkan suatu pengambilan keputusan yang salah.
Selain itu, sistem pelaporan yang tidak baik, tidak dapat dijadikan pijakan untuk
melakukan suatu evaluasi atas apa yang telah dihasilkan oleh suatu instansi
pemerintah. Suatu sistem pelaporan dapat dikatakan baik jika laporan telah
disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi
sektor publik (R. D. Kartika & Sukamto, 2019).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kartika dan Sukamto (2019)
menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem
pelaporan akan memudahkan penggunanya dalam memahami suatu informasi
yang nantinya digunakan untuk pengambilan suatu keputusan sehingga
mencerminkan suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Precelina dan Wuryani
(2019) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena setiap
organisasi mempunyai manajemen yang ingin menang sendiri sehingga

manajemen puncak terkait harus mengontrol secara langsung untuk menciptakan
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teknik yang baik serta meningkatkan loyalitas bagi manajemen bawah terhadap
SKPD tersebut.

Suatu akuntabilitas instansi pemerintah akan meningkat ketika terdapat
kualitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia merupakan
individu yang menggerakkan dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai
tujuan atau meraih keberhasilan. Sumber daya manusia menjadi faktor yang
sangat penting dalam suatu instansi pemerintah karena diyakini dapat membuat
suatu perubahan-perubahan yang mengarahkan organisasi kepada suatu
pencapaian tujuan tertentu. Menurut Pratiwi (2019) kualitas sumber daya
manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan,
pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan adanya kualitas
sumber daya yang baik maka akan menghasilkan suatu instansi pemerintah yang
memiliki kinerja baik yang ditandai dengan tercapainya target-target yang sudah
ditetapkan sebelumya.

Organisasi pemerintah memiliki tujuan untuk menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas sebagai salah satu sumber informasi. Namun, ketika
instansi tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, maka
tujuan itu tidak akan tercapai. Selain itu, adanya kualitas sumber daya rendah
akan menimbulkan suatu hambatan dalam pelaksanaan tugasnya memberikan
pelayanan kepada publik/masyarakat sehingga program-program yang telah
ditetapkan sebelumnya tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia
dapat dikatakan berkualitas baik jika mereka mempunyai kemampuan dan sikap
yang baik dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah haruslah berkualitas baik
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dikarenakan suatu target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai jika kualitas
sumber daya manusianya rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyatakan bahwa
kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Surabaya. Hal ini
menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting
dalam suatu organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengendalikan agar menghasilkan kinerja sesuai dengan prosedur yang
seharusnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rodhiyah & Sapari (2019)
menyatakan hasil yang berbeda, yaitu kualitas sumber daya manusia tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Madiun.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan
Sukamto (2019) dimana dalam penelitiannya menguji Pengaruh Kejelasan
Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Sukamto (2019) adalah
adanya penambahan variabel yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yaitu kualitas sumber daya manusia, lokasi, dan waktu penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan,
penelitian ini mengambil judul “Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ?

2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ?

3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ?

4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas
kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
4. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan tujuan yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini secara praktik dan

teoritis adalah
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1. Manfaat Praktis
a. Bagi instansi Pemerintah Kabupaten Sidorajo, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka untuk mewujudkan
suatu pemerintahan yang lebih baik dan menjadi referensi dalam
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
b. Bagi pihak-pihak penyusun anggaran, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Manfaat Teoritis
a. Sebagai salah satu media untuk menambah wawasan atau pengetahuan
mengenai akuntansi yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk bahan pertimbangan dan

acuan dalam penelitian selanjutnya.



